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P%DAN& HALUAN — Berdasar kdl) dataBadan

Pengeieiaarw Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
umba; sebanyak 68 unit aset milik

tah Provinsi Sumatera Barat

\‘(?emp;o\ Sumbar) menganggur (lcifc S0
Sebagian besar asetidle Te rgﬁ)m didominasi

oleh aset tanah dan bangunan yang tak
‘terpakai dan termanfaatkan,

tal nilai aset Pemprov Sumbar

secata I\G\Ll uruhan -mencapai

Rp17:4 trliun. Aset-aset rer-

sebut terdiri dari tanah dengan

nilai bul'u Rp2,3 triliun;

peralatan dan mesin dungm

nilai buku Rp532 miliar; gedung

dan bangunan dengan nilai
_buku Rpa 2 trilivng;

jalan, irigasi, dan j jari-

ngan dcngan nilai

buku Rp1,8 trliun;

konstruksi dalam

pengerjaan de-

ngan nilai buku

Rp1,02 triliun; aset

tak berwujud dengan

nilai buku Rp1,4 miliar;

sertaaset tetap lainnya dengan

nilai buku Rp67, 2 miliar. Dari

jumlah tersebut, hanya sekitar

0,01 pefsen atay sebanyak 68

- unit aset, yang sebagian besar
berupa tanah’ dan bangumn, '
. yang mengangour.

Aset idleisendiri merupakan
Barang Miltk Daerah (BMD)
berupa tanah dan/atau bangu-
nan yang tidak digunakan pntuk
kepentingan penyeleng-

raan: tugas dan

ung emerintah
daerah (pemda).
Lantaran tldak digu-
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4

8 Unlt As /

Darz Ha[aman 1

nakan sesuai tugas dan fungsinya, maka
BMD idle berpotensi tinggi menimbulkan
penyalahgunaan, pemborosan, dan/atau
kerugian negara.

%dqpun aset idle Punprov Sumbar tersebut |

dengan rincian aset milik Biro Umum sebanyak 5
unit, BPBD sebanyak 2 unit, Dinas Kebudayaan
sebanvak 1 unit, Dinas Kehutanan sebanyak 1 9 unit,
Dinas Kelautan dan Perikanan seban\ ak 3 unit,
Diskominfotik sebanyak 3 unit, Dinas Perhubungan
sebanyak 7 unit, Disperindag sebanyak 8 unit, dan
Dinas Perkimtan sebanyak 2 unit.

Berikutnya, Dinas BMCK'TR sebanyak 3 unit,.
Dinas Sosial sebanvak 3 unit, Disnakertrans
sebanvak 2 unit, Distanhorbun iebany ak 2 unit;
Dinas PSDA <ebar1vak 1 unit, Dinas I\e%hatan
2 unit, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
sebanyak 2 unit, serta satu unit bangunan tempat
tinggal dalam Leadaqn kosong.

Rosail menuturkan, plhakm a telah menyiap-
kan sejumlah strategi agar aset-aset idk tersebut
bisa dimanfaatkan secara optimal, yang pada
giliranya akan ikut mendongkrak pendapatan
daerah.

Pertama, melakukan inventarisasi secara

menyeluruh. Kedua, menyelesaikan berbagai
permasalahan yang terjadi pada aset. Ketiga,
menyusun skema pengelolaan aset. “Ada
beberapa opsi pengelolaan aset yang bisa
dilakukan. Bisa jadi dimanfaatkan sendiri untuk
kepentingan pemetintahan provinsi. Misalnya,
unfuk pembangunan kantor-kantor OPD. Afau
bisa juga dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Atau d1h1bahkan kepada pemerintah Labupqten -

kota,” u}am\ 9

Saat ini total ada 35 unit bangunan yang
dikerjasamakan melalui skema pinjam pakai
dengan pemerintah kabupaten/kota maupun
instansi vertikal dan BUMN/BUMD. Rosail
menjelaskan, setidaknya ada empat skema Ler]q
sama pengelolaan aset daerah.

Pertama, skema pinjam pakai, yang merupa»
kan ketja sama antara pemerintah dengan
pemerintah, seperti pengelolaan GOR H. Agus
Salim yang sebelumnya dipinjampakaikan oleh
Pemprov Sumbar kepada Pemko Padang.
Kedua, sewa aset, sepertt Gedung Rohana Kudus
yang disewakan Pemprov Sumbar ke pihak
koperasi. Ketiga, skema Bangun Serah Guna
(BSG), seperti konsep pengelolaan Novotel

Bulutunggi Terakhir, kerja sama pengelolaan.
“Jadi, sebenarnya Leqa sama pengelolaan aset
daerah itu sudah lumrah. Kalau pemerintah
daerahnya tidak sanggup meﬂgelola senditi, bisa
dikerjasamakan dengan pihak lain,” ujarnya.

Ia mengatakan, seluruh upaya pemaksnmlan
aset zdle tersebut akan dilakukan secara paralel
dan bertahap. Menurutnya, persoalan aset tidak
bisa diselesatkan secara instan. Terlebih bagi aset-
aset yang bermasalah, entah karena telah
ditempati pihak lain atau karena belum jelasnya
status kepemﬂﬂ\an aset yang bcr%ang]\utan

Lebih jauh ia menyebut, ‘berdasarkan Peratu-
ran Menteri Dalam \Ieucri (Permendagri)
Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembukuan, Invéntarisasi, dan
Barang Milik Dacrah (BMD) disebutkan bahwa
penyelesaian masalah aset adalah pengguna aset,
dalam hal ini, OPD bersangkutan.

Hanya saja, OPD tetkait tidak menyadati
bahwa tugas untuk mengamankan aset adalah
tupoksi mereka. Karena bagaimanapun, itu aset
mereka senditi. Ironisnya, ada OPD yang bahkan

. tidak tahu kalau asetnya sudah dserobot orang,

. BPKAD sebagai pengelola ucapnya, bertugas
menjadi “polisi lalu lintas” yang mengatur
jalannya penggunaan aset. Sederhananya,

engelolaan aset berada di bawah kewenangan
OPD terkait sebagai pengelola aset. Apabila
OPD tersebut tak lagi membutuhkan dan
men, akan aset tersebut, OPD bisa mengem-
balikan aset itu I\epada BPKAD sebagai
pengelola. Selanjutnya, BPKAD-lah yang
mengatur mau diapakan asettersebut.

la men]elaskan inventarisasi aset juga

sesungguhnya menjadi tugas OPD bersangku-

tan. Merekalah yang menyampaikan kepada
BPKAD jika ada aset milik mereka yang
bermasalah. Dari situlah tugas BPKAD
mencanLan solusi. Selain memberikan solusi,
pihaknya juga memberikan sosialisasi dan
pelatihan pengelolaan aset bagi OPD-OPD.

- lamenjelaskan, aset merupakan bagian dari
laporan keuangqn yang diaudit sedap tahun.
“Jadi, OPD-OPD dituntut melakukan. pen-
catatan atau inventarisasi yang tepat sampai pada

ada pengamanan aset. Itu diaudit, salah satunya
oleh BPK. _A/lbamdniillah, buda:arl\an audit BPK
pada 2022, kami meraih Opini WTP” ujar
Rosali. (h/ dan)



